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ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam
Undang-undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
sebagaimana diatur dalam Bab 111 yang terdin dari dua bagian, yakni - Bagian
Resatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal
264) dan Bagian Kedua - tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294),

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah - 1. Bagaimanakah
prosedur  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang  untuk
menghindan kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Apa akibat hukum
penundaan Kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Hasil penelitian yang didapat yaitu 1. Prosedur Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar
utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru
tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak
hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PK P
dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
pembavaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. 2. Akibat
Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debity
penundaan kewajiban pembayaran utang ber
kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan
memindahkan hak atas scsuatu bagian hartanya, terhaday
selama proses penundaan kewajiban pembayaran
debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utar
di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang
tentang Kepailitan dan PKPU, semua tindakan
mendapatkan pelunasan utang harus ditanggy
balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 [nd
lentang Kepailitan dan PKPUJ apabila
terhadap perjanjian timbal balik yan
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Herdmsarkan araan dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya
wratama yang ada sanphut pautoya dengan permasalahan. maka penulis dapat
menarth suatu Kestmpulan serta membernkan saran-saran sehagar bernikut

L Prosedur Penundaan Kewapiban Pembayaran Utang diajukan oleh

debitur yang tdak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang
jatuh tempo dan dapat diagih, Tetaprt dalam ketentuan baru tentar

Kepathtan dan PRIPUL yang dapat mnwm mﬂwm

PRPU yaitu

a  Permohonan PRPU ditujuka

daerah  hukumya meliputy

permohonan tersebut dita
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